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PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PENDUDUK YANG
MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN KEMATIAN DALAM
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

. a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) huruf f dan

ayat (7} Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7
Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2011, setiap penduduk
dikenai sanksi administratif berupa denda apabila
melampaui batas waktu pelaporan kematian;

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada
masyarakat serta wujud peningkatan pelayanan kepada
masyarakat khususnya pengurusan akta kematian, maka
perlu membebaskan sanksi administratif berupa denda
kepada penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan
kematian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembebasan Denda Administratif
Terhadap Penduduk Yang Melampaui Batas Waktu
Pelaporan Kematian Dalam Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475):

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan  Informasi Administrasi  Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
119);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonésia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
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Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah  Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor B) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 11 Tambzhan Lembaran
Dagerah Nomer 21) ;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DENDA
ADMINISTRATIF TERHADAP PENDUDUK YANG MELAMPAUI
BATAS WAKTU PELAPORAN KEMATIAN DALAM
PENYELENGGARAAN  ADMINISTRAS] KEPENDUDUKAN
TAHUN 20135,

Pasal 1

Dengan  Peraturan ini ditetapkan Pembebasan Denda
Administratif Terhadap Penduduk Yang Melampaui Batas
Waktu  Pelaporan Kematian Dalam Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Tahun 2015.

Pasal 2

Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 diberikan kepada penduduk yang melampaui batas
wakfu pelaporan kematian yang melaporkan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada
tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015,



Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembebasan
denda administratif bagi penduduk yang melampaui batas
waktu pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Magetan.

Pasal 4

Peraturan Bupafi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar  setiap orang  mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 November 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 November 2015

Plt, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 52
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